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KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 383 /Kw.15.2/2-¢/PP.00.4/10/2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI

PENDIRIAN/PENEGERIAN

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI MUARA LAHEI

KECAMATAN LAHEI
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama
tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penerbitan = Surat Keputusan Pengganti
Pendirian/Penegerian  Madrasah  Ibtidaiyah Negeri Muara Lahei
Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indones?a
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peng§lolaan da_n
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonCS}a
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Peng’idikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

6. Peraturan Menteri Pendidikan N
Standar Pelayanan  Minimal
sebagaimana telah diubah dengan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 201
Menteri Pendidikan Nasional Nom
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan  Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2013 Nomor 1382);

8. Peraturan Menteri Agama Nomo

asional Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Pendidikan dj Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendidikan dan

r 14 Tahun 2014 tentang Pendirian
Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian

Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah,
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena
Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin

Pendirian Madrasah.
MEMUTUSKAN
Menetapka : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
MUARA LAHEI KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO
UTARA LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Penegerian
Madrasah kepada : . .
Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Lahei
Nomor Statistik 111162050(1)\(1)9 . e
: JI. Ardi M. No. uara Lahei i
KEDUA : gira;?alt(r;iﬁur?aih Pengganti Pendiriar}/Penegerian Madrasak} -ini diterb1tl$an
sebagai pengganti Keputusan Men;leixix Agama tentang Pendirian/Penegerian
drasah bersangkutan yang hilang. .
KETIGA : Il:i?nbcriany?zrilrgl Pendin'g:n/Penchrian sebagaimana dimaksud dalam lIle(kutlzlm
Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkugan me an
pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Oktober 2016
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Tembusan: : : .
Keputusan ini disampaikan }:epada th!. !
1. Direktur Jenderal Pendldlkan_lslam, :
2. Sekretaris Jenderal Kementepan AAgan;a;,
i. Isn:ﬁ':mf::,imﬁmwm aksannangam Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen
Pendidikan Islam di Jakarta; _ : e
S. Ke;;)z:l; Kantor Kementerian Agama Kabupat. Jn Ba;nito Utnn.rilwl\z;:m e
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara
7. Arsip.
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